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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan 

bahwa aturan baru PP 46/2013 tentang potongan tarif pajak final 1% 

berdasarkan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp. 4,8 miliyar untuk Wajib 

Pajak Orang Pribadi (WPOP) umkm membawa dampak positif dan 

negatifnya. Adapun sisi positifnya jika dilihat dari  system pemungutan 

pajaknya yang begitu mudah, dan PPh terutang yang harus dibayar lebih 

kecil jika dibandingkan dengan menggunakan tarif berdasarkan Norma 

Perhitungan. Sedangkan sisi negatifnya adalah apabila WPOP yang baru 

akan memulai usahanya di bidang UMKM (usaha apa saja) ataupun yang 

setelah ber usaha dan omzetnya tidak melebihi dari Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP) dalam setahun, maka akan dirugikan akibat peraturan tersebut. 

Adapun temuan tentang WPOP yang omzetnya telah melebihi Rp. 4,8 miliyar 

atau dengan kata lain WPOP tersebut sudah tidak layak lagi dipungut 

pajaknya dengan menggunakan tarif 1% dari PP 46/2013, merupakan 

tanggung jawab dari pihak internal, yang dalam hal ini pihak KPP PRATAMA 

GORONTALO. 
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5.2 Saran 
 

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi WPOP, perlunya memahami lebih dalam tentang aturan tarif 

pajak yang akan digunakan. 

2. Bagi WPOP, alangkah baiknya jika baru memulai usahanya (UMKM) 

ataupun seetelah usahanya berjalan dan omzetnya tidak melebihi dari 

PTKP, tarif yang digunakan untuk menghitung PPh terutang adalah 

tarif Norma Perhitungan. 

3. Perlunya bagi Kantor Pelayan Pajak Pratama Gorontalo untuk lebih 

berinovasi lagi dalam melakukan sosialisasi kepada WPOP UMKM 

tentang hak untuk memiih, dan memberikan pemahaman lebih dalam 

tentang perbedaan antara kedua jenis tarif tersebut. 
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